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ABSTRAK 
SUTRISNO ADI GUNAWAN (B 111 12642). TINJAUAN YURIDIS 
TERHADAP PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN BERDASARKAN SURAT 
EDARAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 
SE/06/X/2015. Dibimbing oleh Slamet Sampurno dan Nur Azisah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Surat Edaran Kapolri 
Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian  (Hate Speech) 
dan untuk mengetahui akibat hukumya. Penelitian ini dilaksanakan di  kabupaten 
Gowa khusunya pada instansi Kepolisian resor Gowa dan juga melakukan 
pencarian referensi terkait di perpustakaan Universitas Hasnuddin dan 
perpustakaan Fakultas Hukum dengan menganalisis penerapan dan dengan 
mengambil data dari kepustakaan yang relevan yaitu, literature, buku-buku serta 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa  (1) Polri 
dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani berbagai perilaku hate 
speech sebagaimana diatur dalam SE Kapolri juga tetap harus tunduk pada 
asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti harus cermat dan hati-hati 
dalam melakukan penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan 
seterusnya. Dengan SE Kapolri tersebut, seharusnya dapat menjamin 
penegakan norma hukum semakin baik, bukan justru menjadi selubung bagi 
tindakan sewenang-wenang aparat dalam mengendalikan pelatuk kekuasaan. 
Maka itu, pengawasan  internal terhadap para  pelaksana surat edaran tersebut 
harus berjalan paralel dengan kewenangan untuk melaksanakan surat edaran 
tersebut. Kapolri pun juga mengatur prosedur penanganan atas terjadinya hate 
speech tersebut agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan 
nyawa, dan atau konflik sosial yang meluas. (2) Surat Edaran Kapolri tersebut 
diletakkan dalam perspektif teoretis dalam hukum administrasi negara, produk 
hukum tersebut merupakan salah satu varian dari peraturan kebijaksanaan 
(policy rule) atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai beleidsregel. 
Dalam hukum administrasi negara, pejabat tata usaha negara (termasuk Kapolri) 
memang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum baik yang 
berupa peraturan (regeling), keputusan tata usaha negara (beschikking), maupun 
peraturan kebijaksanaan. Peraturan kebijaksanaan berbeda dengan sebuah 
undang-undang atau peraturan karena hanya mengikat secara internal kepada 
pejabat tata usaha negara sendiri dan tidak ditujukan untuk mengikat secara 
langsung kepada masyarakat. Hal itu tentu berbeda dengan undang-undang atau 
peraturan yang memang harus dibuat mengikuti sistem hierarki peraturan 
perundang-undangan dan ditujukan untuk mengikat secara eksternal 
(masyarakat) maupun internal (aparat pemerintah). Dengan demikian, kekuatan 
mengikat suatu peraturan kebijaksanaan kepada masyarakat seperti SE Kapolri 
tersebut sifatnya tidak langsung.   
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ABSTRACT 
 
SUTRISNO ADI GUNAWAN (B 111 12642). YURIDICAL REVIEW 
OF HATE SPEECH TREATMENT BASED ON HEAD OF POLICE CHIEF 
THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER: SE/06/X/2015.  
GUIDED BY SLAMET SAMPURNO DAN NUR AZISAH. 
This study aims to determine the application of Head Of Chief Police 
Number: SE/06/X/2015 about Hate Speech Treatmen and  to know the 
legal consequences of circular letter Head Of Chief Police it. This research 
was conducted at Gowa districy especially in Gowa Resort Police Agency 
and also do a ralted references search in the library of Hasanuddin 
University and Faculty of Law by analyzing the application and retrieving 
date from the relevant literature namely, books and legislation relating to 
the issue. 
The results obtained indicate that (1) Head Of Chief Police in exercising its 
authority to handle various hate speech behaviors as regulated in circular 
letter Head Of Chief Police must also be subject to good general 
governance principles such as careful and cautious in taking action, not 
abuse of authority, and so on. With the circular letter of Head of Chief 
Police, it should be able to guarantee the enforcement of legal norms 
better, rather than being a cover for arbitrary actions of the authorities in 
controlling the power plot. Accordingly, the internal control of the circular 
letters shall run parallel with the authority to exercise the circular letter. 
The Head of Chief Police  also arranges the handling procedure for the 
occurrence of the hate speech so as not to cause discrimination, violence, 
disappearance of life, and / or widespread social conflict. (2) The Chief of 
Police Chief is placed in a theoretical perspective in the law of state 
administration, the law product is one of the variants of the policy rule or in 
Dutch referred to as beleidsregel. In the law of state administration, state 
administrative officials (including the Head of Chief Police) are indeed 
authorized to issue legal products in the form of regulations (regeling), 
state administrative decisions (beschikking), as well as policy rules. The 
policy rules differ from a law or regulation because they are only binding 
internally to the state administrative officials themselves and are not 
intended to be binding directly to the public. It is certainly different from the 
laws or regulations that must be made to follow the hierarchical system of 
legislation and is intended to bind externally (community) and internal 
(government apparatus). Thus, the force of binding a policy regulation to 
the community such as the Circulat letters of Head of Chief Police is 
indirect. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Bangsa Indonesia adalah salah satu Negara demokrasi terbesar 
didunia. Oleh karena itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat 
merupakan salah satu hak yang harus dijamin oleh Negara. Untuk 
membahas pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat, ada 
baiknya jika dikaji secara etimologis (kebebasan). Secara etimologis 
kemerdekaan berarti keadaan bebeas tanpa tekanan. Adapun pendapat 
secara umum diartikan sebagai gagasan atau buah pikiran. Berpendapat 
berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dengan 
demikian, kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah keadaaan 
bebas dari tekanan untuk menyampaikan gagasan atau buah pikiran, baik 
secara tertulis maupun tidak tertulis.1 
Hukum dan masyarakat bagaikan dalam satu keping uang logam, 
berbeda akan tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain atas  
keberadaan hukum tanpa adanya masyarakat tidaklah berguna, begitu 
pula sebaliknya, keberadaan masyarakat tanpa adanya hukum dapat 
menghancurkan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang beragam tentu 
menimbulkan munculnya kepentingan-kepentingan yang beragam pula. 
Karena itulah dalam masyarakat diperlukan adanya pengaturan berbagai 
                                                          
1 Mahfud MD Moh, Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, PT Rineka Sipta: 
Jakarta, 2003, hlm.5 
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kepentingan yang ada, agar kepentingan-kepentingan itu tidak saling 
berbenturan satu dengan yang lain. Di sinilah hukum berperan, hukum 
dibuat dalam rangka menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan 
bagi masayarakat.2 Kepastian hukum tanpa didasarkan pada sendi-sendi 
keadilan akan menimbulkan ketidakpuasan dan mengundang banyak 
reaksi. 
Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait 
dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara 
elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan 
perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai 
akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi 
informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat 
dari peradaban manusia secara global.3  
Namun, perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan 
dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak 
pidana penghinaan atau ujaran kebencian (hate speech) dan/atau 
penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan 
untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu 
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, 
ras dan antargolongan (SARA). Tindak pidana tersebut selain 
menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam 
                                                          
2 DR.Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kansius: Yogyakarta, 
2011, hlm. 231 
3 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), PT. Raja 
Grafindo Persada: Jakarta, 2014, hlm.2  
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hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban 
dengan menggunakan kata-kata maupun gambar yang memiliki meme-
meme kata yang menghina dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam 
kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar 
tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat. 
Dengan adanya pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan: Setiap orang 
dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.4 
Di dalam istilah tindak pidana penghinaan yang tercantum di dalam 
pasal 310 KUHP ayat (1) berbunyi: Barang siapa sengaja merusak 
kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia 
melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan 
tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara 
selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya 
Rp.4.500,-.5 Dikatakan sebagai suatu istilah umum dalam 
menggambarkan tindak pidana terhadap kehormatan.  
Tindak pidana kehormatan ini, menurut hukum pidana terdiri dari 
empat bentuk, yakni:  
                                                          
4 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi 
dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik, Pustaka Mahardika: Yogyakarta, 2011, 
hlm.44   
5 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia: Bogor, 1995, hlm. 225 
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1. Menista secara lisan;  
2. Menista secara tertulis;  
3. Fitnah; dan 
4. Penghinaan ringan.6 
Didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) juga berisi 
tindak pidana lain terhadap kehormatan, yang sangat berkaitan dengan 
kehormatan dan nama baik, yakni:7 
1. Pemberitahuan palsu;  
2. Persangkaan palsu; dan  
3. Penistaan terhadap yang meninggal;  
Kasus-kasus pencemaran nama baik yang masuk dalam ranah ujaran 
kebencian yang berujung pada pelaporan pidana sering dilakukan oleh 
mereka yang merasa dirugikan oleh para haters (pengikut jejaring sosial 
namun dengan komentar yang menjatuhkan bahkan menghina) dengan 
menggunakan pasal-pasal yang ada didalam Undang-undang Informasi 
dan Transaksi Elektonik serta KUHP. 
Seperti kasus dari Yulianus selaku pemilik akun twitter @YPaonganan 
yang menghina Presiden Joko Widodo dengan memasang foto dengan 
tulisan porno Presiden Joko Widodo dan artis Nikita Mirzani disebarkan 
kepada masyarakat umum. Kasus ini dilaporkan ke polisi namun bukan 
Presiden Joko Widodo sendiri yang melaporkannya, dan pada kamis, 17 
Desember 2015, ia ditangkap oleh penyidik dari Subdirektorat Cyber 
                                                          
6 Leden Marpaung, Tindak Pidana Kehormatan, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 
1997, hlm 15.   
7 Ibid, hlm. 19 
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Crime Mabes Polri. Atas tindakannya menghina Presiden Joko Widodo, 
Yulianus disangkakan telah melanggar pasal pasal 4 ayat 1 huruf a dan e 
UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, pasal 27 ayat 1 UU 
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).8 
Di Sulawesi selatan tepatnya di Kabupaten Sidrap seorang pria 
bernama Mezar bin Ahmad Lusi divonis satu tahun penjara setelah 
menebar kebencian kepada institusi Polri dan juga menyerang pribadi 
Kapolres Sidrap yang di unggah di akun social media yaitu facebook.9 
Surat edaran merupakan surat yang isinya menyangkut 
pemberitahuan secara resmi didalam instansi, lembaga, organisasi, atau 
merupakan pemberitahuan resmi yang diedarkan secara tertulis dan 
ditujukan untuk berbagai pihak tertentu saja. Surat edaran berisikan 
penjelasan mengenai suatu hal, misalnya seperti kebijakan baru dari 
pimpinan instansi, berisikan suatu peraturan dan lain-lain. Biasanya surat 
edaran ditujukan untuk kalangan umum, akan tetapi didalam ruang lingkup 
tertentu, contohnya antara lain Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh 
Kapolri yaitu Nomor SE/06/X/2015 kepada seluruh anggota Polri tentang 
Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) yang ditandatangani Kapolri 
Badrotin Haiti pada tanggal 08 Oktober 2015 sebagai pejabat Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Kapolri) 
yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara 
                                                          
8 Iqbal Fadil, “Hina Jokowi di Media Sosial, orang-orang ini ditangkap polisi”, dalam 
http://m.merdeka.com/peristiwa/hina-jokowi-di-media-sosial-orang-orang-ini-ditangkap-
polisi.html, diakses pada tanggal 11 Juni 2017 pukul 13.00 Wita 
9 Fajar Online, http://sulsel.fajar.co.id/2016/12/11/hina-kapolres-pria-ini-divonis-satu-
tahun-penjara/,Diakses pada tanggal 11 Juni 2017 pukul 13.00 Wita 
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Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri). Polri juga telah 
mensosialisasikan Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 kepada seluruh 
anggota Polri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) 
dengan tujuan agar anggota Polri memahami dan mengetahui bentuk-
bentuk ujaran kebencian diberbagai media dan penanganannya.  
Surat edaran Kapolri ini merujuk pada beberapa perundang-undangan 
antara lain; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-
Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 
No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 
tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan 
Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 
tentang Penanganan Konflik Sosial.  
Nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 
menyebutkan bahwa:10 
Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya 
di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:  
1. Penghinaan;  
2. Pencemaran nama baik;  
3. Penistaan;  
4. Perbuatan tidak menyenangkan;  
5. Memprovokasi;  
6. Menghasut; dan 
                                                          
10 Surat Edaran (SE) Nomor SE/06/X/2015, http://m.hukmonline-surat-edaran-
kapolri-nomor-06-x-2015-html, Diunduh pada tanggal 11 Juni 2017 Pukul 13.30 Wita 
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7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki 
tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, 
penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.  
 
Selanjutnya pada huruf (g) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 
disebutkan:11 
Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk 
menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau 
kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari 
aspek:  
1. Suku;  
2. Agama;  
3. Aliran keagamaan;  
4. Keyakinan atau kepercayaan;  
5. Ras;  
6. Antar golongan;  
7. Warna kulit;  
8. Etnis;  
9. Gender;  
10. Kaum difabel; dan 
11. Orientasi seksual.  
 
Pada huruf (h) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan 
bahwa:12 
Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan 
melalui berbagai media, antara lain:  
1. Dalam orasi kegiatan kampanye;  
2. Spanduk atau banner;  
3. Jejaring media sosial;  
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);  
5. Ceramah keagamaan;  
6. Media masa cetak atau elektronik;  
7. Pamflet.  
 
 
                                                          
11 Ibid. 
12 Ibid, hlm.3 
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Pada huruf (i) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan 
bahwa:13 
“Dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, 
perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, 
efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan 
berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau 
penghilangan nyawa”.  
 
Persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian 
masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan semakin 
meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia 
(HAM), karenanya tidak heran jika Kapolri mengeluarkan surat edaran 
tersebut. Potensi terbesar dan merupakan sumber terbesar pemicu ujaran 
kebencian (hate speech) yaitu melalui media sosial seperti twitter, 
facebook, dan blog-blog independent, yang keberadaanya merupakan 
inovasi terbesar pada awal abad 21 ini. Media sosial tidak hanya sebagai 
media penghubung dan berbagi, media sosial juga mampu melakukan 
sebuah perubahan besar yang sering digunakan dalam bidang politik dan 
bidang yang lainnya.  
Atas dasar pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka penulis 
tertarik untuk mengkaji, meneliti, menganalisis masalah ini dalam skripsi 
yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Edaran Kapolri 
Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate 
Speech)”. 
 
                                                          
13 Ibid. 
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor: 
SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate 
Speech) ? 
2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan Surat Edaran 
Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran 
Kebencian (Hate Speech) ? 
 
C. Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan penulisan skripsi ini: 
1. Untuk mengetahui Penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor: 
SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate 
Speech). 
2. Untuk mengetahui akibat hukum Surat Edaran Kapolri Nomor: 
SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate 
Speech). 
 
D. Manfaat Penulisan 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini adalah :  
1. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan  bahan 
kajian untuk mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis 
dan sistematis dalam mengetahui bagaimanakah Penerapan Surat 
10 
 
Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran 
Kebencian (Hate Speech). 
2. Manfaat secara praktis dari penulisan ini adalah diharapkan dapat 
menambah pengetahuan, wawasan serta pemahaman pembaca 
maupun penulis khususnya mengenai Surat Edaran Kapolri Nomor: 
SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate 
Speech) dan sebagai bahan masukan yang berguna dalam upaya 
menjadikan kita sebagai sarjana hukum yang memiliki integritas 
tinggi. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Yuridis 
Tinjauan yuridis yang di maksud adalah tinjauan dari segi hukum, 
sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut 
ketentuan pidana hukum materil, khusus dalam tulisan ini pengertian 
tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai apa itu 
delik, siapa pelakunya, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, 
pertanggung jawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap terdakwa 
pelaku tindak pidana. Tinjauan yuridis disini berarti hukum pidana materi.  
Hukum pidana materil adalah isu atau subtansi dari hukum pidana, 
dimana hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian 
tentang strafbaarfeit (delik; perbuatan pidana; tindak pidana) peraturan 
tentang syarat-syarat strafbaarheid (hal dapat di pidanya seseorang), 
penunjuk orang yang dapat di pidana dan ketentuan tentang pidanya; 
hukum pidana materil menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat 
dipidana. 
Menurut Van Hattum (Lamintang, 1997: 10), hukum pidana materil 
yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang 
tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang 
dapat dihukum, siapakah orangnya yang dipertanggungjawabkan 
terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang 
abstrak. 
12 
 
Kata lain hukum pidana materil (hukum pidana substantif), adalah 
seluruh perbuatan yang memuat rumusan; 
1. Perbuatan-perbuatan apakah yang diancam pidana; 
2. Siapakah yang dapat di pidana, atau dengan kata lain mengatur 
pertanggungjawaban terhadap hukum pidana; 
3. Pidana apakah yang dapat di jatuhkan terhadap seseorang yang 
telah melakukan tindak pidana dan telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. 
B. Hukum pidana  
1. Hukum Pidana 
Pendeskripsian tentang hukum pidana secara jelas masih sangat 
dipengaruhi oleh doktrin para pakar hukum, maka suatu pengertian yang 
di berikan para ahli tentang pengertian hukum pidana akan berkaitan 
dengan cara pandang, batasan dan ruang lingkup dari pengertian 
tersebut. Tidak heran jika dijumpai banyak sekali pengertian hukum 
pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana yang berbeda satu 
dengan yang lain.14 
Mr. J.M. Van Bemmelen membedakan hukum pidana materiil dan 
hukum pidana formil yaitu Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana 
yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan 
terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan 
itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana 
                                                          
14 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, cetakan kelima, edisi revisi, Sinar 
Grafika: Jakarta, 2015, hlm. 1. 
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seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan 
pada kesempatan itu.15 
Mr. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan Hukum pidana materiil dan 
formil sebagai berikut. 
“isi hukum pidana adalah:  
1. Penununjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang 
diancam dengan hukum pidana, 
2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu 
merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat di hukum pidana. 
3. Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat 
dihukum pidana, dan 
4. Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. 
Hukum pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum 
pidana oleh karena itu, merupakan suatu rangkaian peraturan yang 
memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, 
yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna 
mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.”16 
 
Pada hakikatnya, hukum pidana materil berisi tentang larangan atau 
perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum 
pidana formil adalah aturan yang mengatur cara menegakkan hukum 
pidana materiil. 
Selain pembagian hukum pidana diatas, Prof.Simons meembagi 
hukum pidana atas hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. 
Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau 
hukum pidana positif yang disebut ius poenale. Hukum pidana dalam arti 
                                                          
15 Leden marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, cetakan kedelapan, edisi 
revisi, sinar grafika: Jakarta, 2014, hlm 2; dikutip dari M.R. van bemmelen, Hukum Pidana 
1, Sumur: Bandung, 1962, hlm. 13. 
16 Ibid Hal 2; dikutip dari widjono prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, 
Sumur: Bandung, 1962, hlm. 13 
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subjektif adalah hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap 
suatu peraturan dengan hukuman, yang disebut ius poenindi.17 
Ada juga pembagian hukum pidana atas hukum pidana umum dan 
hukum pidana khusus. Hukum pidana umum dibuat dan berlaku untuk 
semua orang, sedangkan hukum pidana khusus dibuat untuk hal-hal 
tertentu. Misalnya, tindak pidana korupsi, tindak idana narkotika, tindak 
ppidana pencusian uang dll. 
Tindak pidana yang tumbuh, sedemikian banyaknya sehingga 
cenderung berkembang kearah sektoral, seolah-olah terlepas dari system. 
 
C. Tindak pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Di Indonesia pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah 
straafbaarfeit untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak 
menguraikan secara rinci mengenai straafbaarfeit tersebut. 
Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti 
diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana 
maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 
kata, yakni straf, baar dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai 
terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai 
pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan 
                                                          
17 Ibid, hal 3 ; dikutip dari Simons, Geschiedes Van het wetbook van strafrecht,  
Batavia: Norhoff, 1935, hlm. 1. 
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boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, 
pelanggaran dan perbuatan.18 Pengertian dari perkataan straafbaarfeit 
menurut para ahli yaitu: 
a. Simons 
Dalam rumusan straafbaarfeit yaitu: 
“Tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungkawabkan atas tindakannnya oleh undang-undang telah 
dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”19 
 
Simons berpendapat hukum pidana adalah kesemuanya perintah-
perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh dan yang diancam 
dengan nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, 
kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat 
hukum itu dan kesemuanya auran untuk mengadakan (menjatuhi) dan 
menjalankan pidana tersebut. 
Alasan dari Simons mengapa straafbaarfeit harus dirumuskan seperti 
diatas karena:20 
a. Untuk adanya suatu straafbaarfeit disyaratkan bahwa disitu 
terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan 
undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atas 
kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang 
dapat dihukum; 
                                                          
     18  Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Grafindo: Jakarta, 2002, 
hlm, 69. 
     19 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, 
hlm. 5. 
     20 Ibid. 
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b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan 
itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang 
dirumuskan dengan undang-undang; 
c. Setiap straafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap suatu 
larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada 
hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu 
onerchtmatige handeling. 
Jadi sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan 
manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga 
pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang 
mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain 
b. E. Utrecht  
Menerjemahkan straafbaarfeit dengan istilah peristiwa pidana yang 
sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu Handelen atau doen-
positif atau suatu melalaikan nalaten-negatif maupun akibatnya (keadaan 
yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana 
merupakan suatu peristiwa hukum (rechtsfeit), yaitu peristiwa 
kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.  
Tindakan semua unsur yang disingung oleh suatu ketentuan pidana 
dijadikan unsur yang mutlak dari suatu peristiwa pidana. Hanya sebagian 
yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu 
perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan 
17 
 
hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang 
pembuat dalam arti kata bertanggungjawab.21 
c. Pompe 
Perkataan straafbaarfeit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai 
suatu “pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang 
dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, 
dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi 
terjaganya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.22 Menurut  
Pompe hukum pidana ialah semua aturan-aturan hukum yang 
menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi 
pidana dan apakah macamnya pidana itu. 
d. Moeljatno 
Menurut Moeljatno perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau 
sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 
siapa melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan pidana lebih tepat 
dengan alasan sebagai berikut:23 
1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan 
manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan 
oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada 
                                                          
     21 Ibid, Hlm. 6. 
     22 Op.cit. Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, hlm. 69. 
     23 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada: 
jakarta, 2010, hlm. 71. 
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perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan 
pada orangnya. 
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan 
ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada 
hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa 
keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar 
larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada 
hubungan erat pula. 
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka 
lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu 
pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret, 
yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan 
kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan 
kejadian itu. 
e. J.E. Jonkers 
 J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah, “perbuatan 
yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan 
kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan”.24 
f. H.J. van Schravendijk 
 H.J. van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum 
adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan 
                                                          
     24  Ibid, hlm, 75. 
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hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan 
oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.25 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
a. Unsur Subjektif  
1. Kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa) 
Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian 
dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan 
kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang 
terlarang) dibanding dengan kealpaan (culpa). Karenanya 
ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila 
adanya kesenggajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada 
beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, 
tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan 
dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya 
penggelapan (Pasal 372 KUHP). Merusak barang-barang (Pasal 
406 KUHP) dan lain sebagainya. 
Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk 
dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah 
derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan 
bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena 
bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu 
                                                          
     25 Ibid. 
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dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperaktikkan 
sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk 
membedakan antara kesengajaan bersyarat (dolus eventualis) 
dengan kealpaan berat (culpa lata). 
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP. 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 
340 KUHP. 
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan 
tindak pidana  menurut Pasal 308 KUHP. 
 
b.   Unsur Objektif 
1. Sifat melawan hukum 
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil 
melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP 
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.26 
 
                                                          
     26 Evi Hartanti,Tindak Pidana Korupsi,  op. cit.  Hlm .7 
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3. Jenis Tindak Pidana 
Di bawah ini akan disebut berbagai pembagian jenis delik, 
diantaranya: 
a. Kejahatan dan Pelanggaran 
Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh 
undang-undang. KUHP Buku ke II memuat delik-delik. KUHP tidak 
memberi jawaban tentang hal ini. Ia hanya membrisir atau memasukkan 
dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua 
pelanggaran. Tetapi ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran 
(kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik itu. Ada dua pendapat : 
Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada 
perbedaan yang bersifat kwalitatif. Dengan ukuran ini lalu di dapati 2 jenis 
delik, ialah : 
1. Rechtdelicten Ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan 
keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam 
suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar 
dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan 
keadilan misalnya : pembunuhan, pencurian. Delik-delik 
semacam ini disebut “kejahatan” (mala perse). 
2. Wetsdelicten Ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari 
sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya 
sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya 
dengan pidana. Misalnya : memarkir mobil di sebelah kanan 
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jalan (mala quia prohibita). Delik-delik semacam ini disebut 
“pelanggaran”. Perbedaan secara kwalitatif ini tidak dapat 
diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik 
karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi 
sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan 
dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada “pelanggaran”, yang 
benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh 
karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka 
dicari ukuran lain. 
Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada 
perbedaan yang bersifat kwantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan 
kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah 
“pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”. Mengenai pembagian 
delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu terdapat suara-suara yang 
menentang. Seminar Hukum Nasional 1963 tersebut di atas juga 
berpendapat, bahwa penggolongan-penggolongan dalam dua macam 
delik itu harus ditiadakan. 
1. Kejahatan ringan, 
2. Dalam KUHP juga terdapat delik yang digolongkan sebagai 
kejahatan-kejahatan misalnya Pasal 364, 373, 375, 379, 382, 
384, 352, 302 (1), 315, dan  407.   
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b. Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara 
formil dan delik dengan perumusan secara materiil) 
1. Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan 
kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai 
dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam 
rumusan delik.    Misalnya : penghasutan (Pasal 160 KUHP), di 
muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau 
penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di 
Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209, 210 
KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat 
(Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP). 
2. Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan 
kepada akibat yang tidak dikehendaki  (dilarang). Delik ini baru 
selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. 
Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. 
Misalnya : pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 
KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). 
 
c. Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commisionis per 
ommisionen commiss. 
1. Delik commisionis : delik yang berupa pelanggaran terhadap 
larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, 
penggelapan, penipuan. 
24 
 
2. Delik ommisionis : delik yang berupa pelanggaran terhadap 
perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau 
yang diharuskan, misalnya : tidak menghadap sebagai saksi di 
muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang 
memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP). 
3. Delik commisionis per ommisionen commissa : Delik yang 
berupa pelanggaan larangan (dus delik commissionis), akan 
tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya : 
seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air 
susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang 
menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak 
memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP). 
 
d. Delik dolus dan delik culpa (doleuse en culpose delicten) 
1. Delik dolus : delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya : 
Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP 
2. Delik culpa : delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu 
unsur misalnya : Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan Pasal 
359, 360 KUHP. 
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e. Delik tunggal dan delik berangkai (enkelvoudige en samenge-stelde 
delicten) 
1. Delik tunggal : delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan 
satu kali. 
2. Delik berangkai : delik yang baru merupakan delik, apabila 
dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : Pasal 481 
(penadahan sebagai kebiasaan) 
f. Delik yang berlangsung terus (voordurende en aflopende delicten) 
Delik yang berlangsung terus : delik yang mempunyai ciri bahwa 
keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya : merampas 
kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). 
 
g. Delik Biasa dan Delik Aduan 
Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya 
penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang 
berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk 
dilakukannya penuntutan pidana  disyaratkan adanya aduan dari 
yang berhak. 
Contoh-contohnya: 
1. Delik biasa: pembunuhan ( Pasal 338) dan lain-lain. 
2. Delik aduan: pencemaran (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), dan 
lain-lain. 
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h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya / peringannya 
(eenvoudige dan gequalificeerde / geprevisilierde delicten) 
Delik yang ada pemberatannya, misalnya : penganiayaan yang 
menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 
KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya. (Pasal 
363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena 
dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan kanak-
kanak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. 
Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), 
pencurian (Pasal 362 KUHP).   
i. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan 
delik ekonomi 
Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam Pasal 1 
Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955, Undang-Undang 
darurat tentang tindak pidana ekonomi. 
4. Tempat dan Waktu Tindak Pidana 
Tidak mudah untuk menentukan  secara pasti tentang waktu dan 
tempat dilakukannya tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh hakikat tindak 
pidana merupakan tindakan manusia, di mana pada waktu melakukan 
tindakannya seringkali manusia menggunakan alat yang dapat 
menimbulkan akibat dan waktu pada tempat yang lain di mana orang 
tersebut menggunakan alat alat itu. Dapat pula terjadi bahwa tindakan dari 
seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang 
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lain daripada waktu dan tempat di mana pelaku tersebut telah melakukan 
perbuatannya. Jadi, tempus delicti adalah waktu di mana telah terjadi 
sesuatu tindak pidana sedangkan locus delicti adalah tempat tindak 
pidana berlangsung. 27 
Menurut Van Bemmelen28 yang dipandang sebagai tempat dan waktu 
dilakukannya tindak pidana pada dasarnya adalah tempat di mana 
seorang pelaku telah melakukan perbuatan secara materil. Yang dianggap 
sebagai locus delicti adalah: 
1. Tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri 
perbuatannya; 
2. Tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu 
bekerja; 
3. Tempat di mana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah 
timbul; 
4. Tempat di mana akibat konstitutif itu telah timbul. 
  
                                                          
     27 Ibid. Hlm. 8 
     28 Ibid.   
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D. Ujaran Kebencian 
Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (Hate Speech) adalah perkataan, 
perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu 
terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak 
pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan 
tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Ujaran 
Kebencian (Hate Speech)ini disebut (Hate Site). Kebanyakan dari situs ini 
menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut 
pandang tertentu.29 
Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang 
yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), di Indonesia 
Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (Hate 
Speech) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan 
Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, 
Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jis.Pasal 45 ayat (2) 
UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 
16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan 
Etnis. Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal didalam 
Undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech): 
 
 
                                                          
29 Sutan Remy Syahdeini, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer,Pustaka Utama 
Grafiti: Jakarta, 2009, hlm. 38. 
29 
 
a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu:  
1. Pasal 156 KUHP:  
“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan 
permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau 
beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah.” 
2. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP: 
“1)Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau 
menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya 
mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau 
penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat 
Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, 
diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam 
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah. 
2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu 
menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima 
tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan 
semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang 
menjalankan pencarian tersebut.” 
3.  Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP: 
1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik 
seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya 
terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena 
pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan 
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang 
disiarkan, dipertunjukan atau ditempel di muka umum, maka 
diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara 
paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika 
perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena 
terpaksa untuk membela diri.” 
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4. Pasal 311 KUHP ayat (1):  
“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran 
tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu 
benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan 
bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam 
melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat 
tahun.” 
 
b. UU No 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi 
Elektronik): 
1. Pasal 28 ayat (1) dan (2): 
“1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 
konsumen dalam Transaksi Elektronik. 
2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian 
atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat 
tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan 
(SARA).” 
2.  Pasal 45 ayat (2):  
“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 
 
c. UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan 
Etnis: 
Pasal 16:  
Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian 
atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras 
dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 
1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 
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Selama ini, Ujaran Kebencian (Hate Speech) berdampak pada 
pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, 
baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu 
menggerakan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. 
Oleh sebab itu maka di perlukan adanya suatu tindakan dari para aparat 
dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan 
melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus 
Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini. Apabila tidak ditangani dengan 
efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan 
berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau 
penghilangan nyawa.30 
d. Didalam Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang 
Ujaran Kebencian (Hate Speech). 
Nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 
menyebutkan:31 
Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan 
pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:  
1. Penghinaan;  
2. Pencemaran nama baik;  
3. Penistaan;  
4. Perbuatan tidak menyenangkan;  
                                                          
30 http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-
hate.html, diunduh pada tanggal 11 Juni 2017 pukul 14.00 Wita 
 
31 Surat Edaran (SE) Nomor SE/06/X/2015,http://m.hukmonline-surat-edaran-kapolri 
nomor-06-x-2015-html, Diunduh pada 11 Juni 2017 Pukul 13.30 Wita 
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5. Memprovokasi;  
6. Menghasut;  
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki 
tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, 
penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.  
 
Selanjutnya pada huruf (g) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 
disebutkan:32 
Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk 
menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau 
kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan 
dari aspek:  
1. Suku;  
2. Agama;  
3. Aliran keagamaan;  
4. Keyakinan atau kepercayaan;  
5. Ras;  
6. Antar golongan;  
7. Warna kulit;  
8. Etnis;  
9. Gender;  
10. Kaum difabel;  
11. Orientasi seksual.  
 
Pada huruf (h) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan:33 
Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan 
melalui berbagai media, antara lain:  
1. Dalam orasi kegiatan kampanye;  
2. Spanduk atau banner;  
3. Jejaring media sosial;  
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);  
5. Ceramah keagamaan;  
6. Media masa cetak atau elektronik;  
7. Pamflet.  
 
 
                                                          
32 ibid 
33 Ibid, hlm.3 
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Pada huruf (i) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan:34 
“Dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, 
perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, 
efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang 
meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, 
kekerasan, dan atau penghilangan nyawa”.  
 
Persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian 
masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan semakin 
meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia 
(HAM), karenanya tidak heran jika Kapolri mengeluarkan surat edaran 
tersebut. Potensi terbesar dan merupakan sumber terbesar pemicu ujaran 
kebencian (hate speech) yaitu melalui media sosial seperti twitter, 
facebook, dan blog-blog independent, yang keberadaanya merupakan 
inovasi terbesar pada awal abad 21 ini. Media sosial tidak hanya sebagai 
media penghubung dan berbagi, media sosial juga mampu melakukan 
sebuah perubahan besar yang sering digunakan dalam bidang politik dan 
bidang yang lainnya.  
  
                                                          
34 ibid 
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E. Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Hate Speech 
Surat edaran merupakan surat yang isinya menyangkut 
pemberitahuan secara resmi didalam instansi, lembaga, organisasi, atau 
merupakan pemberitahuan resmi yang diedarkan secara tertulis dan 
ditujukan untuk berbagai pihak tertentu saja. Surat edaran berisikan 
penjelasan mengenai suatu hal, misalnya seperti kebijakan baru dari 
pimpinan instansi, berisikan suatu peraturan dan lain-lain. Biasanya surat 
edaran ditujukan untuk kalangan umum, akan tetapi didalam ruang lingkup 
tertentu, contohnya antara lain Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh 
Kapolri yaitu Nomor SE/06/X/2015 kepada seluruh anggota Polri tentang 
Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) yang ditandatangani Kapolri 
Badrotin Haiti pada tanggal 08 Oktober 2015 sebagai pejabat Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat Kapolri yang 
menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (Polri). Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga telah 
mensosialisasikan Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 kepada seluruh 
anggota Polri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech), 
tujuannya agar anggota Polri memahami dan mengetahui bentuk-bentuk 
ujaran kebencian diberbagai media dan penanganannya.  
Surat edaran Kapolri ini merujuk pada beberapa perundang-undangan 
antara lain; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-
Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 
No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 
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tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan 
Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 
tentang Penanganan Konflik Sosial.  
Nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 
menyebutkan:35 
Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya 
di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:  
1. Penghinaan;  
2. Pencemaran nama baik;  
3. Penistaan;  
4. Perbuatan tidak menyenangkan;  
5. Memprovokasi;  
6. Menghasut;  
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki 
tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, 
penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.  
 
Selanjutnya pada huruf (g) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 
disebutkan:36 
Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk 
menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau 
kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari 
aspek:  
1. Suku;  
2. Agama;  
3. Aliran keagamaan;  
4. Keyakinan atau kepercayaan;  
                                                          
35 Surat Edaran (SE) Nomor SE/06/X/2015,http://m.hukmonline-surat-edaran-kapolri-
nomor-06-x-2015-html, Diunduh pada 11 Juni 2017, Pukul 13.30 Wita 
36 Ibid. 
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5. Ras;  
6. Antar golongan;  
7. Warna kulit;  
8. Etnis;  
9. Gender;  
10. Kaum difabel;  
11. Orientasi seksual.  
 
Pada huruf (h) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan:37 
Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan 
melalui berbagai media, antara lain:  
1. Dalam orasi kegiatan kampanye;  
2. Spanduk atau banner;  
3. Jejaring media sosial;  
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);  
5. Ceramah keagamaan;  
6. Media masa cetak atau elektronik;  
7. Pamflet.  
 
Pada huruf (i) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan:38 
“Dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, 
perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, 
efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan 
berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau 
penghilangan nyawa”.  
 
 
 
 
 
                                                          
37 Ibid hlm.3 
38 ibid 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan,oleh karena penelitian 
bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, 
metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan 
analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.39 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian, penulis memilih lokasi penelitian di 
Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan lokasi penelitian di 
beberapa perpustakaan terlebih diperpustakaan Universitas Hasanuddin 
dan perpustakaan Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin dan 
ditambah pula penulis akan melakukan penelitian di Kantor Kepolisian 
Polisi Resort Gowa.  
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan 
menggunakan metode pendekatan konsep. Penelitian hukum normatif 
adalah penelitian dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan 
sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam perundang-
undangan yang menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur 
                                                          
39 Sarjono sukanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo 
Persada: Jakarta, 2014,  hlm. 1. 
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tentang proses pembentukan perundang-undangan (law making process) 
khususnya dalam mengajukan  rancangan undang-undang.40 maka jenis 
data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 
data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber 
yang telah ada, berupa:41 
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 
dan terdiri dari : 
a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945. 
b. Peraturan dasar: 
i. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 
ii. Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
c. Peraturan Perundang-undangan: 
i. Undang-undang dan perraturan yang setaraf 
ii. Peraturan Pemerintah dan peraturan setaraf 
iii. Keputusan Presiden dan peraturan setaraf 
iv. Keputusan Menteri dan peraturan setaraf 
v. Peraturan-peraturan Daerah 
d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan,seperti hukum adat 
e. Yurispudensi 
f. Traktat 
                                                          
40 Muh. Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 
2004, hlm. 101. 
41 Sarjono sukanto dan Sri Mamudji , Op.Cit., hlm. 13 
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g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih 
berlaku seperti, Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (yang 
merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak 
resmi dari Wetboek van Strafrecht) 
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 
bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang,hasil-hasil 
penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. 
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; 
contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif. 
 
C. Metode  Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu mengumpulkan, 
mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan  menganalisa data untuk kemudian 
dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut. Studi 
pustaka dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: 
1.  Menentukan terlebih dahulu sumber data bahan hukum primer dan 
sekunder. 
2.  Identifikasi data yang diperlukan. 
3.  Inventarisasi data yang relevan  dengan rumusan masalah. 
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D. Analisa Data 
Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder akan diolah dan dianalisi berdasarkan rumusan masalah yang 
telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang 
jelas. Analisi data yang digunakan adalah analisis data yang berupa 
memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang 
dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang 
Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) 
Surat Edaran Kapolri sebagai salah satu varian dari peraturan 
kebijaksanaan hanya dimaksudkan untuk menjamin ketaatan atas 
tindakan kepolisian dalam penanganan tindakan hate speech 
sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan 
yang menjadi rujukan dari SE Kapolri tersebut. Polri tetap terikat untuk 
mematuhi berbagai prosedur hukum yang terdapat dalam norma hukum 
administrasi umum (UU Administrasi Pemerintahan) maupun norma 
hukum administrasi sektoral yang mengatur berbagai kategori tindakan 
yang dalam SE dikategorikan sebagai hate speech.   
Polri dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani 
berbagai perilaku hate speech sebagaimana diatur dalam SE Kapolri juga 
tetap harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti 
harus cermat dan hati-hati dalam melakukan penindakan, tidak 
menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya. Dengan SE Kapolri 
tersebut, seharusnya dapat menjamin penegakan norma hukum semakin 
baik, bukan justru menjadi selubung bagi tindakan sewenang-wenang 
aparat dalam mengendalikan pelatuk kekuasaan. Maka itu, pengawasan 
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internal terhadap para pelaksana surat edaran tersebut harus berjalan 
paralel dengan kewenangan untuk melaksanakan surat edaran tersebut.   
Surat Edaran Kapolri tersebut menyatakan bahwa apabila tidak 
ditangani dengan efektif, perbuatan ujaran kebencian, efisien, dan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi 
memunculkan konflik sosial yang meluas dan berpotensi menimbulkan 
tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.  
SE Kapolri juga mengatur prosedur penanganan atas terjadinya hate 
speech tersebut agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, 
penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang meluas. Prosedur 
penanganannya oleh anggota Polri diatur dalam beberapa tahapan, 
sebagai berikut:  
1. Setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan 
pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian;   
2. Personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap 
gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak 
pidana;  
3. Setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian 
terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Terutama yang 
berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.  
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4. Setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinan masing-
masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang 
berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian; 
5. Kepada para Kasatwil agar melakukan kegiatan, seperti:  
a. Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk 
mengetahui kondisi nyata di wilayah-wilayah yang rawan konflik 
terutama akibat hasutan-hasutan atau  provokasi,  untuk 
selanjutnya   dilakukan pemetaan sebagai bagian dari early 
warning dan early detection;                                     
b. Mengedepankan fungsi binmas dan Polmas untuk melakukan 
penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai 
ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi.  
c. Mengedepankan fungsi binmas untuk melakukan kerja sama 
yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh 
pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas 
ujaran kebencian. 
Apabila  ditemukan  perbuatan  yang  berpotensi  mengarah  pada 
tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib 
melakukan tindakan:  
1. memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih 
pertikaian di masyarakat;  
2. melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran 
kebencian; 
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3. mempertemukan   pihak   yang   diduga   melakukan   ujaran 
kebencian dengan korban ujaran kebencian;  
4. mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai, dan  
5. memberikan  pemahaman  mengenai  dampak  yang  akan timbul 
dari ujaran kebencian di masyarakat. 
Namun sebelum melakukan tindakan penindakan bahwa prinsip 
ujaran kebencian adalah mendahulukan pencegahan daripada penegakan 
hukum. Dengan beberapa pertimbangan, karena pemidanaan adalah 
ultimum remedium atau tindakan paling akhir;  prinsip cost and benefit 
untuk menghindari kerugian yang lebih besar (material, social, konflik, 
ekonomi, nyawa, dan lain-lain); prinsip kehati-hatian: potensi 
terlanggarnya hak lain secara tidak sah (unjustified restriction); backfire: 
penindakan justru akan memperbesar skala konflik menghindari 
penghukuman yang tidak berdasar pada hukum (due process of law). 
Penegakan hukum adalah jalan terakhir, secara sederhana dapat 
dijelaskan pada gambar dibawah ini:  
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Gambar. 1 
Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak 
pidana ujaran kebencian, setiap anggota Polri wajib melakukan berbagai 
tindakan preventif. Jika tindakan preventif sudah dilakukan, namun tidak 
menyelesaikan masalah, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya 
penegakan hukum sesuai dengan KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 
tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 
2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
Teknis Penanganan Konflik Sosial.   
Hate Speech (Ucapan Penghinaan atau Kebencian) adalah tindakan 
komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam 
bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau 
kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, 
etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain 
lain. Dalam arti hukum, Hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, 
Ujaran kebencian 
Upaya pencegahan 
Gagal 
penindakan 
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ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya 
tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku 
pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. 
Ujaran Kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat 
merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka 
tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini yang 
mana bahwa pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran 
kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel Polri selaku 
aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan 
pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan 
pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai 
akibat dari ujaran kebencian tersebut. ujaran kebencian dapat berupa 
tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana 
(KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk 
antara lain:  
1.Penghinaan; 
2.Pencemaran nama baik; 
3.Penistaan; 
4.Perbuatan tidak menyenangkan;  
5.Memprovokasi; 
6.Menghasut; dan  
7.Penyebaran berita bohong. 
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Tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak 
diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. 
Bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk 
menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok 
masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek, 
sebagai berikut:  
1.Suku; 
2.Agama;  
3.Aliran keagamaan;  
4.Keyakinan/kepercayaan;  
5.Ras; 
 6.Antar golongan;  
7.Warna kulit;  
8.Etnis;  
9.Gende;r  
10.Kaum difabel (cacat), dan  
11.Orientasi seksual.  
 
Menjadikan sebagai suatu keterikatan antara budaya dalam suatu 
pola tingkah masyarakat yang beragam ini. Bahwa ujaran kebencian (hate 
speech) sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai 
media, antara lain:  
1.Dalam orasi kegiatan kampanye;  
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2.Spanduk atau banner; 
3.Jejaring media sosial; 
4.Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);  
5.Ceramah keagamaan; 
6.Media masa cetak maupun elektronik, dan  
7.Pamphlet. 
 
Dengan memperhatikan   pengertian   ujaran   kebencian   di   atas, 
perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, 
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan 
berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi 
menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan 
nyawa. Penegakan   hukum   atas   dugaan   terjadinya   tindak   pidana 
ujaran kebencian dengan mengacu pada ketentuan: 
1.  Pasal 156 KUHP, yang berbunyi:  
“Barangsiapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, 
kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku 
bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama- 
lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi tingginya 
empat ribu lima ratus rupiah."  
2.  Pasal 157 KUHP, yang berbunyi:  
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“(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau 
menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya 
mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau 
penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat 
Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih 
diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 
dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah.  
(2)  Jika  yang  bersalah  melakukan  kejahatan  tersebut  pada 
waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat  
lima  tahun  sejak  pemidanaannya menjadi  tetap karena kejahatan 
semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan 
pencarian tersebut.”  
3.  Pasal 310 KUHP, yang berbunyi:  
“(1)  Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik 
seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya 
terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena 
pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan 
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang di- 
siarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka 
diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara  paling 
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lama satu tahun  empat  bulan  atau  pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah.  
(3)  Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika 
perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena 
terpaksa untuk membela diri.“  
4.  Pasal 311 KUHP, yang berbunyi:  
“(1) Jika  yang  melakukan  kejahatan  pencemaran  atau 
pencemaran  tertulis dibolehkan  untuk  membuktikan  apa yang 
dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan 
dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia 
diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 
empat tahun.  
(2)   Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 3 dapat 
dijatuhkan.”  
5.  Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:  
Pasal 28:   
“(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 
konsumen dalam Transaksi Elektronik.  
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(2)   Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau 
permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”  
Pasal 45 ayat (2):  
“(2)  Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 
dalam  Pasal  28 ayat  (1) atau  ayat  (2)  dipidana  dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”  
6. Pasal  16  UU  Nomor  40  Tahun  2008  tentang  
PenghapusanDiskriminasi Ras dan Etnis, yang berbunyi:   
Pasal 16:  
“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau 
rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan 
etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf  b angka 1, 
angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama   5   (lima)   tahun   dan/atau   denda   paling   banyak 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”Dalam  hal  telah  
terjadi  konflik sosial  yang  dilatarbelakangi  ujaran kebencian, 
dalam penanganannya tetap berpedoman pada:   
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a. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Penanganan 
Konflik Sosial  
b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2013 Teknis Penanganan Konflik Sosial. 
Adapun perbedaaan Ujaran biasa dan ujaran kebencian : 
Ujaran kebencian Ujaran biasa 
Ceramah/pidata/orasi yang 
menghasut agar memusuhi, 
mendiskriminasi atau melakukan 
kekerasan atas dasar agama 
dengan menyalahgunakan isi kitab 
suci 
Isi kitab suci 
Ceramah keagamaan yang 
menyatakan ajarannya yang paling 
benar di mata allah atau tuhan 
tanpa bersifat menghasut dan tidak 
menggunakan kata-kata yang 
mendiskriminasi, memusuhi dan 
menganjurkan kekerasan 
Menganut suatu keyakinan, agama 
atau kepercayaan tertentu 
Memiliki tafsir atau keyakinan 
berbeda dengan orang atau 
anggota kelompok lain dalam satu 
agama 
Menggunakan tafsir agama untuk 
menghasut orang melakukan 
kekerasan, diskriminasi atau 
permusuhan 
Penafsiran ajaran agama yang 
merupakan hasil pemikiran tanpa 
berupa hasutan 
fatwa/pendapat keagamaan tentang 
suatu hukum agama yang diyakini 
yang bersifat menghasut dan 
menggunakan kata-kata yang 
mendiskriminasi, memusuhi dan 
menganjurkan kekerasan 
fatwa/pendapat keagamaan tentang 
suatu hukum agama yang diyakini 
tanpa bersifat menghasut dan tidak 
menggunakan kata-kata yang 
mendiskriminasi, memusuhi dan 
menganjurkan kekerasan 
Menyatakan pikiran di depan 
umum, baik melalui tulisan atau 
lisan, dengan menghasut orang 
untuk melakukan kekerasan, 
diskriminasi atau permusuhan 
Menyatakan pikiran di depan 
umum, baik melalui tulisan atau 
lisan, tanpa hasutan untuk 
melakukan kekerasan, diskriminasi 
atau permusuhan 
Menghina atas dasar agama, 
kebangsaan atau ras berupa 
hasutan untuk melakukan 
kekerasan, diskriminasi atau 
permusuhan 
menghina 
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Mencemarkan nama baik atas 
dasar agama, kebangsaan atau ras 
berupa hasutan untuk melakukan 
kekerasan, diskriminasi atau 
permusuhan 
 
 
 
Mencenmarkan nama baik 
 
Orasi ilmiah 
 
Debat Ilmiah 
 
Karya Akademik 
 
Menyatakan kebencian atau 
ketidaksukaan kepada orang 
 
Debat tanpa hasutan untuk 
melakukan kekerasan, diskriminasi 
atau permusuhan 
 
Tabel 1. 
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B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Surat Edaran Kapolri Nomor: 
Se/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate 
Speech) 
Surat Edaran Kapolri tersebut diletakkan dalam perspektif teoretis 
dalam hukum administrasi negara, produk hukum tersebut merupakan 
salah satu varian dari peraturan kebijaksanaan (policy rule) atau yang 
dalam bahasa Belanda disebut sebagai Beleidsregel. Dalam hukum 
administrasi negara, pejabat tata usaha negara (termasuk Kapolri) 
memang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum baik 
yang berupa peraturan (Regeling), keputusan tata usaha negara 
(Beschikking), maupun peraturan kebijaksanaan.   
Peraturan kebijaksanaan berbeda dengan sebuah undang-undang 
atau peraturan karena hanya mengikat secara internal kepada pejabat 
tata usaha negara sendiri dan tidak ditujukan untuk mengikat secara 
langsung kepada masyarakat. Hal itu tentu berbeda dengan undang-
undang atau peraturan yang memang harus dibuat mengikuti sistem 
hierarki peraturan perundang-undangan dan ditujukan untuk mengikat 
secara eksternal (masyarakat) maupun internal (aparat pemerintah). 
Dengan demikian, kekuatan mengikat suatu peraturan kebijaksanaan 
kepada masyarakat seperti SE Kapolri tersebut sifatnya tidak langsung.   
Hal itulah yang menyebabkan suatu bentuk peraturan kebijaksanaan 
disebut sebagai suatu bentuk “hukum cermin” (Spiegel Recht) karena 
daya mengikatnya ibarat hanya memantulkan norma kepada masyarakat 
karena dampak penggunaan peraturan kebijaksanaan itu oleh aparat 
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pemerintah dalam melaksanakan tugas operasionalnya yang mau tak mau 
juga akan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat yang bersentuhan 
dengan pelaksanaan tugas aparat pemerintah. Berkaca pada landasan 
teoretis peraturan kebijaksanaan dalam sistem hukum administrasi negara 
seperti telah diuraikan di atas, sejatinya masyarakat tak perlu khawatir 
terhadap eksistensi SE Kapolri tersebut.  
Hal itu disebabkan suatu peraturan kebijaksanaan seperti Surat 
Edaran Kapolri itu tak dapat membentuk norma hukum baru yang 
berimplikasi terhadap perilaku subjek hukum yang diatur. Pembentukan 
norma hukum baru di ranah perdata, tata negara, administratif, maupun 
pidana hanya dapat dilakukan melalui suatu undang-undang atau 
peraturan daerah. Varian lain dari peraturan kebijaksanaan yang selama 
ini dikenal dalam praktik administrasi negara adalah juklak (petunjuk 
pelaksanaan), juknis (petunjuk teknis), nota dinas, pengumuman, 
pedoman, dan sejenisnya. Semua jenis peraturan kebijaksanaan tersebut 
hanya merupakan sebuah alat komunikasi organisasi antarjabatan tata 
usaha negara dan di lingkungan internal pejabat tata usaha negara.    
Meskipun suatu peraturan kebijaksanaan memang menjadi wewenang 
dan terletak di ranah kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara, 
termasuk Kapolri, dalam hukum administrasi negara memang dilekatkan 
pertanggungjawaban penggunaan wewenang tata usaha negara bagi 
setiap pejabat tata usaha negara yaitu tak boleh bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tak boleh bertentangan 
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dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (the principles of good 
administration). 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Polri dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani 
berbagai perilaku hate speech sebagaimana diatur dalam SE 
Kapolri juga tetap harus tunduk pada asas-asas umum 
pemerintahan yang baik seperti harus cermat dan hati-hati dalam 
melakukan penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan 
seterusnya. Dengan Surat Edaran Kapolri tersebut, seharusnya 
dapat menjamin penegakan norma hukum semakin baik, bukan 
justru menjadi selubung bagi tindakan sewenang-wenang aparat 
dalam mengendalikan pelatuk kekuasaan. Maka itu, pengawasan 
internal terhadap para pelaksana surat edaran tersebut harus 
berjalan paralel dengan kewenangan untuk melaksanakan surat 
edaran tersebut. 
Kapolri juga mengatur prosedur penanganan atas terjadinya hate 
speech tersebut agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, 
penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial yang meluas. 
2. Surat Edaran Kapolri tersebut diletakkan dalam perspektif teoretis 
dalam hukum administrasi negara, produk hukum tersebut 
merupakan salah satu varian dari peraturan kebijaksanaan (policy 
rule) atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai 
Beleidsregel. Dalam hukum administrasi negara, pejabat tata usaha 
negara (termasuk Kapolri) memang diberikan kewenangan untuk 
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mengeluarkan produk hukum baik yang berupa peraturan 
(Regeling), keputusan tata usaha negara (Beschikking), maupun 
peraturan kebijaksanaan.   
Peraturan kebijaksanaan berbeda dengan sebuah undang-undang 
atau peraturan karena hanya mengikat secara internal kepada 
pejabat tata usaha negara sendiri dan tidak ditujukan untuk 
mengikat secara langsung kepada masyarakat. Hal itu tentu 
berbeda dengan undang-undang atau peraturan yang memang 
harus dibuat mengikuti sistem hierarki peraturan perundang-
undangan dan ditujukan untuk mengikat secara eksternal 
(masyarakat) maupun internal (aparat pemerintah). Dengan 
demikian, kekuatan mengikat suatu peraturan kebijaksanaan 
kepada masyarakat seperti Surat Edaran Kapolri tersebut sifatnya 
tidak langsung.   
 
B. Saran 
1. Perlunya kerjasama yang lebih bersinergis antara kepolisian, 
masyarakat, pemangku adat dalam melakukan pengawasan, 
penanggulangan dan pencegahan ke setiap daerah yang dianggap 
rawan konflik dan masih belum paham mengenai apa itu Ujaran 
Kebencian (Hate Speech) dan apa dampak yang ditimbulkan 
apabila kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) tersebut tidak 
di tangani dan di respon secara dini. 
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2. Perlu mengadakan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan dari 
pihak Kepolisian-ke sekolah-sekolah, Universitas, pedesaan, dan 
juga pada masyarakat mengenai pemahaman dan bentuk-bentuk 
tentang kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini serta 
memaparkan juga sanksi atau hukuman berdasarkan Undang-
Undang yang sudah di atur oleh pemerintah mengenai sanksi 
apabila seseorang melakukan kejahatan Ujaran Kebencian (Hate 
Speech) tersebut. Tidak hanya melalui sosialisasi langsung 
sosialisasi secara tidak langsung lewat spanduk atau banner juga 
bisa dilakukan baik dari pemerintah, kepolisian, maupun 
masyarakat. 
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